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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

  

Berdasarkan penulisan skripsi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut, bahwa Peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di luar negeri 

berdasarkan hukum internasional sudah di lakukan dengan semestinya, 

terbukti dengan adanya Maritime Labour Convention 2006 yang di ratifikasi 

oleh Pemerintah Indonesia pada Tahun 2016, dengan Undang-undang No.15 

Tahun 2016 Tentang pengesahan Maritime Labour Conventon 2006. 

Pemerintah Indonesia memiliki harapan dengan diratifikasinya Maritime 

Labour Convention 2006 dapat lebih menjamia danya perlindungan hukum 

secara internasional terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas 

kapal-kapal asing diluar negeri. Meskipun dengan meratifikasi Maritime 

Labour Convention 2006 masih saja terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia 

yang terjadi kepada anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri , 

namum Pemerintah Indonesia sudah mengusahakan agar dengan 

diratifikasikannya konvensi buruh maritim ini dapat mengurangi tingkatan 

pelanggaran Hak asasi manusia yang sering terjadi diatas kapal-kapal asing di 

laut internasional. Pelanggaran Hak asasi manusia yang terjadi terhadap anak 

buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri sulit untuk di tanggani oleh 
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Negara sendiri dikarenakan banyaknya pekerja / awak kapal Indonesia yang 

bekerja di luar negeri dan tersebar di seluruh penjuru dunia sehingga sulit 

untuk menjamin keselamatan mereka satu persatu dan kurangnya petugas 

pengawas di luar negeri, hal itu yang menyebabkan tidak efektifnya Maritime 

Labour Convention 2006 sampai saat ini.  

Didalam pasal 2 ayat 4 Maritime Labour Convention2006, disebutkan 

bahwa “kecuali secara tegas ditentukan lain, konvensi ini berlaku untuk 

semua kapal baik yang dimiliki oleh umum maupun perseorangan yang biasa 

di gunakan dalam kegiatan komersial selain dari kapal-kapal yang digunakan 

dalam penangkapan ikan atau melakukan kegiatan serupa dan kapal-kapal 

yang dibangun secara tradisional seperti kapal layar, pinisi. Konvensi ini tidak 

berlaku pada kapal perang atau kapal angkatan laut.”  

 

Pasal di atas menjelaskan bahwa konvensi Maritime Labour 

Convention 2006 berlaku untuk semua kapal namun di kecualikan untuk kapal 

perikanan, yang dimana banyak dari anak buah kapal Indonesia yang bekerja 

juga di atas kapal perikanan asing namun konvensi ini tidak melindunginya 

sehingga sampai saat ini banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia 

yang menimpa anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri juga di 

karena kurangnya paket perlindungan yang berstandard internasional yang 

dapat menjamin terlindunginya anak buah kapal yang bekerja di atas kapal-

kapal asing.  

Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang oleh ILO merupakan 

penyatuan dari 68 konvensi dan rekomendasi yang pernah diterbitkan ILO, 

merupakan konvensi yang bersifat umum dan lebih mengatur tentang tata 
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aturan pengerjaan pelaut dikapal-kapal niaga non perikanan. Konvensi MLC 

2006 tidak dapat begitu saja diterapkan untuk hubungan industrial dibidang 

perikanan, selain karena sifat dan kondisi dikapal niaga berbeda dengan kapal 

ikan, juga terdapat hal-hal teknis tertentu dikapal ikan yang memerlukan 

pengaturan tersendiri. 

Oleh karenanya, ILO menggagas pembuatan konvensi khusus yang 

mengatur tentang hubungan industrial di kapal perikanan, yaitu Konvensi ILO 

No. 188 Tahun 2007 “ Work in Fishing Convention”. Konvensi 188 adalah 

alat penting yang akan menentukan jumlah minimum jam istirahat, langkah 

keamanan yang lebih baik, cakupan untuk penyakit akibat bekerja sebagai 

pelaut perikanan, perawatan medis di kapal, upah kru dan perbaikan dalam 

akomodasi dan makanan. Pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini belum 

meratifikasikan konvensi ILO No. 188 Tahun  2007, yang merupakan salah 

satu dasar hukum internasional yang dapat digunakan untuk mengurangi 

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak buah kapal 

khususnya anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri.  

Pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab penuh terhadap setiap 

warga negaranya mempunya tugas dan tanggung jawab untuk mematikan 

bahwa setiap warga negaranya yang bekerja di luar negeri tidak terlanggar 

hak-haknya. Sehingga Pemerintah memiliki peran akhif dalam melindungi 

warga negaranya di luar negeri, dan peran pemerintah Indonesia sendiri dalam 
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hukum internasional dalam melindungi anak buah kapal Indonesia di luar 

negeri sudah dilakukan sebagaimana mestinya namun masih sangat kurang 

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia 

diluar negeri.   

 

 

B. SARAN  

 

Dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 

menimpa para anak buah kapal Indonesia di luar negeri, kiranya Pemerintah 

sebagai pemegang tanggung jawab penuh terhadap perlindungan terhadap 

warga negaranya yang bekerja diluar negeri dapat berperan lebih aktif dalam 

memberantas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di atas kapal-kapal 

di luar negeri, antara lain mungkin dapat dilakukan dengan :  

 

1. Pemerintah Indonesia, sebaiknya juga ikut meratifikasi konvensi 

Intenational Labour Convention No.188 karena  ILO menggagas 

pembuatan konvensi khusus yang mengatur tentang hubungan 

industrial di kapal perikanan, yaitu Konvensi ILO No. 188 Tahun 

2007 “Work in Fishing Convention”. Konvensi 188 adalah alat 

penting yang akan menentukan jumlah minimum jam istirahat, 
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langkah keamanan yang lebih baik, cakupan untuk penyakit akibat 

bekerja sebagai pelaut perikanan, perawatan medis di kapal, upah 

kru dan perbaikan dalam akomodasi dan makanan.  

 

2. Pemerintah Indonesia, sebaiknya membuat lembaga Pemerintah 

khusus,  yang khusus menangani anak buah kapal Indonesia diluar 

negeri agar para anak anak buah kapal yang bekerja diluar negeri 

bisa lebih di perhatikan. Mengingat banyaknya anak buah kapal 

Indonesia yang bekerja diluar negeri setiap tahunnya dan tersebar di 

seluruh penjuru dunia. Agar kedepannya Pemerintah dapat 

meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak anak buah kapal.  

 

3. Sebaiknya Pemerintah Indonesia melakukan upaya  untuk 

melakukan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan perekrutan 

(agen) palsu  yang akan dilaksanakan oleh Tim Satgas Pencegahan 

Penempatan TKI Non-Prosedural di Sektor Perikanan karena 

merupakan suatu langkah yang baik dan patut mendapat apresiasi. 

Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi perekrutan dan 

penempatan pelaut kekapal-kapal ikan asing secara illegal oleh 

agen-agen palsu maupun calonya termasuk aparat-aparat nakal yang 

selama ini mendapat keuntungan dari praktek kotor tersebut.  
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4. Pemerintah hendaknya melakukan pendataan terhadap 

penempatan dan lokasi kerja setiap anah buah kapal Indonesia. 

Sehingga petugas pengawas di luar negeri sewaktu-waktu dapat 

melaksanakan monitoring terhadap pemenuhan hak-hak para 

anak buah kapal Indonesia di setiap kapal. Selain itu, 

keterbatasan petugas pengawas tenaga kerja di luar negeri juga 

merupakan salah satu hambatan efektifitas pengawasan selama 

ini. Kiranya Pemerintah lebih meningkatkan jumlah petugas 

pengawas diluar negeri. 
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